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POKOK BAHASAN

TREND KASUS KEKERASAN DI UNS

TANTANGAN PENANGANAN 

INSTRUMEN  TATA KELOLA KAMPUS ANTI
KEKERASAN 

STRATEGI PENCEGAHAN



Dosen Wakil Dekan Warga Kampus Pengurus Ormawa

Kasus Kekerasan di PT marak terjadi dengan penanganan yang seharusnya
memihak kepada kepentingan terbaik korban vs nama baik institusi 

MENGAPA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI PT PENTING?

INDONESIA DARURAT KEKERASAN



AWAS!
ANCAMAN  KEKERASAN

ADA DIMANA-MANA



AWAS !!!
ANCAMAN KEKERASAN  ADA DIMANA-MANA 

Kasus Kekerasan di UNS
2022 sd April 2025

N= 57  laporan

Jumlah Dosen                :    1.961
Jumlah Tendik               :    1.791
Jumlah Mahasiswa       : 45.467

VS



GRAFIK
KASUS DI UNS

Sumber: Data Laporan Kasus Satgas PPK UNS, 2025
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PROFIL KORBAN DAN PELAKU

STATUS KORBAN STATUS PELAKU 

Mahasiswa
49 Kasus

Tendik
1 Kasus

Masyarakat
Umum

11 Kasus

Mahasiswa
40 KasusDosen

4 Kasus

Masyarakat
Umum

16 Kasus

Tendik 
1 Kasus

Mitra
4 Kasus

Sumber: Data Laporan Kasus Satgas PPK UNS, 2025
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 BERDASARKAN KORBAN
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Sumber: Data Laporan Kasus Satgas PPK UNS, 2025

SEBARAN KASUS



0 10 20 30 40 50

6

9

20

43

JENIS KASUS

Kekerasan 
Fisik

Kekerasan 
Seksual

Kekerasan 
Psikis

Perundungan

2

Sumber: Data Laporan Kasus Satgas PPK UNS, 2025

Mahasiswa 
-

 mahasiswa 

23

Mahasiswa 
-

Masyarakat 

25

Mahasiswa
 -

 Mitra

Mahasiswa 
- 

Dosen

Tendik
-

Tendik

4
1

4

RELASI KORBAN DENGAN PELAKU



Kasus Kekerasan di UNS
2022 sd April 2025
N= 57 

STATUS KASUS 

Kasus yang di cabut 
 26 laporan karena

tidak memenuhi
syarat

Kasus yang sedang diproses 4 laporan

Laporan kasus  selesai
diproses sebanyak 27

dengan  sanksi
administratif ringan dan

sedang.

Sumber: Data Laporan Kasus Satgas PPK UNS, 2025



SURVEI KEPUASAN LAYANAN
PEMERIKSAAN N= 20

Korban
40%

Saksi
25%

Pendamping Korban
20%

Terduga Pelaku
15%

Sangat Puas
65%

Cukup Puas
30%

Tidak Puas
5%

HASIL SEBARAN RESPONDEN

Sumber: Survei Kepuasan Pemeriksaan Satgas PPK UNS, 2025



AYO!
WUJUDKAN KAMPUS AMAN

 ANTI KEKERASAN



Tindakan Kolektif Melapor 

No Viral No Action 
Dukungan Bukti 
Keberanian Speak Up

Dukungan Organ Kampus dan Mitra
Universitas
Ormawa
Senat Akademik
Dewan Profesor
Satgas Goes to faculties
Lembaga Mitra
Kementerian

Kebijakan 
SK Satgas  
Peraturan PPKS/ PPK 
SOP dan media KIE

TANTANGAN: GOOD PRACTICE PENANGANAN KEKERASAN



Terbatas (CCTV, dukungan peralatan Satgas)
Terbatas akses difabel
Sistem pendataan belum terintegratif

Aktivitas di luar jam kerja
Penuh tekanan
Rawan stress 
Aturan penganggaran kaku

Silent Culture

 Sarana Prasarana

Pembiaran 
Pasive Bystander 
Privilege atau bias akademik
Manipulatif

Regulasi Kurang Adaptif

TANTANGAN: BAD PRACTICE PENANGANAN KEKERASAN



TANTANGAN
PPK

Code of Conduct anti
kekerasan01

Kelembagaan yang memadai02
BImbingan konseling dengan
tenaga ahli03

04
Ketersediaan anggaran dan
Infra strucuture yang aman

Pengembangan Jejaring

Pengintegrasikan HAM dan Gender dalam
Kurikulum

0405

06



STRATEGI
PENCEGAHAN



Kebijakan dan Prosedur Jelas
 Peraturan Rektor 
 SOP 

Pendidikan dan Kesadaran  
Program edukasi  
Kampanye terstruktur

Sistem Dukungan Korban  
Layanan konseling  
Layanan hukum

 KAMPUS AMAN KEKERASAN



Partisipasi  Warga Kampus 
Dosen, tendik, mahasiswa
Pimpinan PT
Mitra PT

Lingkungan yang aman
Dukungan sarpras
Pelatihan Kekerasan 

 Monev berkala 
Survei  Kekerasan
Dukungan anggaran

 ... KAMPUS AMAN KEKERASAN



KAMPUS AMAN 
DARI KEKERASAN

CULTURE

ACTORSYSTEM

INCLUSIVE
GOVERNANCE TINDAKAN

KOLEKTIF
QUANTUM
LEADERSHIP

MODEL TATA KELOLA INKLUSIF?

Kepemimpinan quantum berperan membentuk tindakan kolektif menuju kampus aman dari kekerasan, melalui
transformasi aktor, sistem, dan budaya organisasi dalam kerangka inclusive governance



INSTRUMEN RANCANGAN
KISI-KISI KAMPUS RAMAH,
NYAMAN DAN AMAN DARI
KEKERASAN 



Tersedia SOP terkait 
langkah-langkah pencegahan
ruang lingkup tindak pencegahan
pihak yang terlibat untuk melakukan
pencegahan.
contoh format kegiatan pencegahan kekerasan

SOP Pencegahan SOP Penanganan

Tersedia SOP terkait 
langkah-langkah penanganan
ruang lingkup tindak penanganan
pihak yang terlibat untuk melakukan
penanganan.
contoh format kegiatan penanganan kekerasan

SK pembentukan Tim Satgas PKK
Tim PKK terdiri dari unsur pimpinan PT, tenaga
pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa
Jumlah Satgas sesuai dengan Permen 55/2024
Susunan Satgas sesuai dengan Permen 55/2024

Pembentukan Tim Satgas

Kebijakan/peraturan mengenai pengamanan
lingkunan dari tindak kekerasan
Menyusun Pedoman Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan
Pakta Integritas Anti Kekerasan

Kebijakan PT

1. PEMBENTUKAN SOP

2. UPAYA MENDUKUNG TINDAKAN PENCEGAHAN



CCTV dan petugas keamanan yang memadai
Kanal pengaduan kekerasan di PT
SOP berisi langkah pencegahan dan penanganan
Nomor telepon/HP/Media sosial untuk melaporkan kasus

Sarana dan Prasarana Pencegahan

Tindakan Pencegahan

Satgas memiliki program pencegahan
Satgas memiliki inovasi implementasi
pencegahan
Terdapat kendala yang dihadapi oleh Pimpinan
Satgas dalam melaksanakan pencegahan
Satgas memiliki pembagian tugas jelas

Pelaporan
Mekanisme kanal pelaporan yang mudah
diakses, inklusif, dan teradministrasi
Proses penanganan sesuai Permen 55/2024 
Etika dan Profesionalisme Satuan Tugas dalam
Menangani Pelaporan

Pemeriksaan
Penanganan laporan dengan prinsip profesional,
rahasia, dan berperspektif korban
Dokumentasi dan Rekomendasi yang berdasar
pada ketentuan Permen 55/2024

Tindakan Penanganan3. SATGAS MELAKUKAN PENCEGAHAN
4. SATGAS MELAKUKAN PENANGANAN



Tindakan Pendampingan

Ketersediaan layanan dan fasilitas
pendampingan disesuaikan kebutuhan
Pendampingan dilakukan oleh tenaga profesional 
Pendampingan dilakukan sesuai ketentuan
Permen 55/2024

Jaminan keamanan dan kerahasiaan
Pelindungan Hak dan Keberlanjutan Aktivitas
Keterjangkauan akses Informasi dan Pelindungan
Hukum
Upaya pelindungan dilakukan sesuai dengan
ketentuan Permen 55/2024

Tindakan Pelindungan

Pemberian sanksi pada Pelaku yang terbukti 
Pemberian sanksi secara proporsional
Pemberian sanksi sesuai rekomendasi
Satgas 
Penyediaan program konseling bagi Pelaku &
dituangkan dalam laporan hasil

Penjatuhan Sanksi

Pemulihan Korban

Memfasilitasi ketersediaan dokter, konselor,
psikolog, atau ahli lain 
Tidak mengurangi hak korban dalam
pembelajaran dan kepegawaian 
PT Menanggung biaya pemulihan korban 

5. PENDAMPINGAN KEPADA
KORBAN/SAKSI

6. PELINDUNGAN KEPADA KORBAN/SAKSI

7. PENJATUHAN SANKSI

8. PEMULIHAN KORBAN



Peletakan, kualitas, aksesibilitas CCTV di ruang
publik
Pemantauan petugas keamanan
Pemberian insentif/reward Anggota Satgas 
Pemisahan, jarak, pemasangan CCTV disekitar
toilet
Pengaturan tempat duduk, penerangan, kartu
bimbingan, dan ruang terbuka untuk bimbingan
skripsi/tugas akhir

Sarana Prasarana

Penyediaan ruang khusus Satgas 
penyediaan meja, kursi, lemari, ATK, WiFi, laptop,
komputer, recording, HP, dsb. 
Kunci ruang hanya dipegang anggota Satgas
CCTV di area ruang Satgas 

Ruang Khusus Satgas

9. SARANA DAN PRASARANA



Laporan hasil pemantauan dan evaluasi
disampaikan ke Kementerian 1 kali dalam 1 tahun : 

Kegiatan Pencegahan 
Hasil survei kekerasan
Data pelaporan
Kegiatan Penanganan kasus
Kegiatan Pencegahan keberulangan 

Pemantauan dan Evaluasi

Lembaga/instansi eksternal 
Lembaga/instansi internal
Organisasi kemahasiswaan

Kerja sama

10. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

11. KERJASAMA



SAKSI TERLAPOR

PELAPORAN TINDAK LANJUT

KORBAN/
PELAPOR

Konseling
Layanan Kesehatan 
Layanan Visum
Bantuan Hukum 
Advokasi 
Bimbingan Sosial dan
Rohani 

Pelindungan dari ancaman atau kekerasan
Pelindungan atas potensi berulangnya
kekerasan
Pelindungan atas kerahasiaan identitas dan
informasi kasus
Pelindungan dari kehilangan pekerjaan
Akses layanan pendidikan

HAK
PENDAMPINGAN

HAK
PEMULIHAN

Pemulihan nama
baik dalam hal
laporan dugaan
kekerasan tidak
terbukti

Aduan Kasus ke
uns.id/LaporSatgasPPKPT

Penelaahan materi oleh
Tim Satgas

HAK 
PELINDUNGAN

PEMERIKSAAN

Usulan Sanksi
Terhadap Pelaku

PENYUSUNAN KESIMPULAN DAN
REKOMENDASI

 Satgas menyampaikan kesimpulan dan
rekomendasi kepada Rektor

TIDAK TERBUKTI TERBUKTI

Pemulihan Nama Baik

KASUS
SELESAI

Sanksi
Administratif

Ringan

Sanksi
Administratif

Berat

SK Rektor tentang Sanksi 

Sanksi
Administratif

Sedang

Penyerahan SK Sanksi

(3 hari) (7 hari setelah pelaporan kasus)

(3 hari setelah pemeriksaan)

(3 hari setelah penyusunan
kesimpulan dan rekomendasi)

(maksimal 5 hari )

diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan
diperpanjang selambat lambatnya 1x30 hari kerja



PENUTUP
Setiap PT bertanggung jawab menciptakan
kampus yang ramah, aman, inklusif, setara dan
bebas dari kekerasan dalam penyelenggaraan
PT

Pencapaian reputasi PT tidak ada artinya jika tidak
didukung dengan komitmen kuat warga kampus,
pimpinan PT ataupun Mitra PT untuk tidak mentolerir
setiap bentuk kekerasan

Saling
Jaga

Satu
Suara

Lawan
Kekerasan

Warga Kampus (Dosen, Tenaga
Kependidikan, Mahasiswa)

Pimpinan PT
Mitra PT
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